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PEMBUKTIAN UNSUR PLAGIAT TERHADAP KARAKTER 

VISUAL GAME 

 

Rizki Ferlandy 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui mengenai Istilah 

pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan 

sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa 

tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan 

memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, 

melaksanakan, menandakan, perbuatan membuktian, usaha menunjukkan benar atau 

salahnya si terdakwa dalam persidangan. Dikaji dalam prespektif yuridis, menurut 

M. Yahya Harahap, pembuktian ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan 

pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan 

yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang 

mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur alat bukti 

yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.Aspek hukum 

pembuktian sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan 

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya di 

lakukan penyidikan, merupakan awal pembuktian. Begitu pula dengan hal 

penyidikan , ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut nenbuat terang tindak pidana yang 

terjadi guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu ketentuan Pasal 1 angka 2 

dan angka 5 KUHAP menegaskan bahwa untuk dapat dilakukan tindakan 

penyudikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai dengan 
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tindakan penyelidikan terlebih dahulu. Konkretnya, kegiatan pembuktian berawal 

dari tahap penyelidikan dan berakhir sampai adanya putusan hakim di depan sidang 

pengadilan, yang dilakukan baik ditingkat pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, 

dalam hal perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding. Pembuktian dalam 

perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam 

pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuanDalam 

pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari 

kebenaran materiil yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya sedangkan 

pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk 

mencari kebenaran formil artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang 

diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran 

formal cukup membuktikan dengan “preponderance of evidence”, Bersalah atau 

tidaknya terdakwa menurut teori pembuktian ini semata-mata ditentukan oleh 

keyakinan hakim. Keyakinan tersebut diambil dan disimpulkan oleh hakim 

berdasarkan pada alat-alat bukti yang diberikan di persidangan atau hanya dengan 

mendengarkan keterangan terdakwa. Pembuktian menurut keyakinan hakim atas 

alasan yang logis (Conviction Raisonee) Keyakinan dalam teori pembuktian ini 

memegang perann penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Teori 

pembuktian ini berpedoman pada perinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang 

ditentukan oleh undang-undang, yang artinya adaah untuk membuktikan terdakwa 

bersalah atau tidaknya dengan melihat pada alat-alat bukti yang sah yang telah 

ditentukan dalam undangundang.Pembuktian menurut undang-undang secar negative 

(Negatief Wettelijk) 

 

Kata kunci : “Pembuktian,Pelagiat,Karkater” 
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RINGKASAN 

PEMBUKTIAN UNSUR PLAGIAT TERHADAP KARAKTER VISUAL GAME 

 

( Rizki Ferlandy, Banjarmasin : 2023 ) 

 

Tiru meniru dalam dunia hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta 

bukan lagi cerita baru. Namun demikian, banyak hal yang dapat digali. 

Semisal mengenai ukuran untuk mengatakan suatu karya cipta telah dijiplak 

itu tidak ada. Sedangkan ukuran tersebut hanyalah berdasarkan rasa keadilan 

dan pertimbangan majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Demikian 

bagi-bagi pengalaman yang terungkap dalam sebuah diskusi bertajuk “Seluk 

Beluk Perlindungan Hak Cipta dalam Teori dan Praktik” di Jakarta, Rabu. 

Bahwa menurut Agus Sardjono mengatakan bahwa tidak ada ukuran baku 

yang mengatur tentang imitasi suatu karya. “Menurutnya juga meskipun 

hampir semua unsur-unsur karya tersebut mirip, tetapi tidak ada standard 

baku untuk mengatakan imitasi atau kemiripan suatu karya baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif contohnya yaitu salah satu sinetron yang 

memiliki kemiripan dalam alur cerita, One Liter of Tears dengan salah satu 

sinetron di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia. Meskipun terdapat 

kesamaan alur cerita, maka sangat sulit untuk membuktikan terjadi 

penjiplakan.1 

 
 1 Ibid. 
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 Bahwa dalam pembuktian hak cipta ini sangat penting letak peran lawyer 

dalam menggunakan keahliannya untuk membuktikan penjiplakan itu. Selain 

pengacara, profesi lain yang ikut menentukan menguraikan permasalahan 

penjiplakan suatu karya adalah saksi ahli dan majelis hakim. Yang mana hal tersebut 

berdasar pada istilah “Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan, penjiplakan 

suatu karya adalah saksi ahli dan majelis hakim. Yang mana hal tersebut berdasar 

pada istilah “Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan 

Menurut Direktur Intellectual Property Advisory Services (IPAS) Dwiyanto 

Prihartono mengatakan hukum pembuktian dalam bidang hak cipta memang 

kompleks. Kesulitan ini terjadi karena sulitnya mencari alat bukti yang valid dan kuat 

di mata hukum. Karena ketika dalam proses pembuktian dilakukan, banyak majelis 

yang menolak bukti surat yang diajukan penggugat dengan alasan karya tersebut 

hanyalah sebuah coretan-coretan belaka. Hal ini terjadi dalam kasus Ismail Hutajulu 

dengan PT Lolypop Records tahun 1990. hak cipta berbeda dengan hak kekayaan 

intelektual lainnya. “Bisa-bisa, pendaftaran ini akan menjadi beban bagi pencipta 

dalam menciptakan suatu karyanya, 
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